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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS UNTUK PENYIAPAN
DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DAN/ATAU
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b serta berdasarkan
ketentuan Pasal 39 huruf b angka (5), dan berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara
serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan
Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/ atau Pemindahtanganan
Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota
Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah
diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 142, TLN No. 6523), PP 17 Tahun
2022 (LN Tahun 2022 No. 101, TLN No.6789), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.98), Permenkeu Rl 111/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 1018) sebagaimana telah
diubah dengan Permenkeu RI 165/PMK.06/2021 (BN Tahun 2021 No. 1292),
Permenkeu RI 115/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No. 972), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Fasilitas disediakan dan dilaksanakan dengan tujuan mendukung pelaksanaan
Pemanfaatan BMN dan/ atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan,
pembangunan, dan pemindahan |Ibu Kota Negara. Fasilitas disediakan untuk PJPBMN
dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi
Pemanfaatan BMN dan/ atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan,
pembangunan, dan pemindahan |bu Kota Negara. Permohonan Fasilitas disampaikan
oleh PJIPBMN kepada Menteri. Jangka waktu pelaksanaan Fasilitas ditetapkan paling
lama sampai dengan akhir tahun 2032. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan pelaksanaan
Fasilitas. Pengawasan atas pelaksanaan Fasilitas yang dilakukan oleh badan usaha milik
negara yang diberi penugasan khusus untuk melaksanakan Fasilitas, dilakukan sesuai
dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dana Fasilitas bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lainnya yang sah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2022 dan diundangkan
pada tanggal 16 September 2022.

- Lampiran halaman 19- 23.



